TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP HAK
ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KANDUNG
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 639/Pdt.G/2019/PA.Btl)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM (S.H)

OLEH:
FITRIA MARDANAWATI
NIM: 15350047
PEMBIMBING:

DRA. Hj. ERMI SUHASTI SYAFEI, MSI.

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020



ABSTRAK

Hukum Islam menjelaskan pengasuhan anak yang belum mumayyiz pasca
perceraian diberikan kepada ibu, tidak terlebih dari kelebihan dan kekurangan
seorang ibu dalam mendidik anak. Namun dalam hal ini Pengadilan Agama Bantul
telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hadhanah bagi anak yang belum
mumayyiz yang diberikan kepada ayahnya, tertuang pada putusan nomor
639/Pdt.G/2019/PA.Btl. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan
ketentuan hukum Islam dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan
bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah, apa pertimbangan
yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bantul, serta bagaimana
bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perkara No.
639/Pdt.G/2019/PA.Btl.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (l/ibrary research), didukung
penelitian lapangan (field research) dengan melakukan wawancara dan observasi.
Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan
Pengadilan Agama Bantul Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Btl yang memberikan hak
hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah. Pendekatan yang digunakan
adalah normatif-yuridis.Pendekatan normative berdasarkan pada Al-Qur’an dan
hadis, serta pendapat para ulama’ yang berkaitan dengan hadhanah. Pendekatan
yuridis berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
yang berkaitan dengan hadhanah. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif
dengan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahawa Pengadilan Agama Bantul dalam
memutuskan perkara hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz diberikan
kepada ayahnya. Majelis hakim dalam memutuskan perkara hadhanah
mengesampingakan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tetapi dapat diberikan
kepada ayahnya dengan pertimbangan kemaslahatan anak atau kepentingan yang
terbaik bagi anak. Jika dilihat dari hukum positif Indonesia pemberian hadhanah
sudah tepat diberikan kepada ayahnya dengan melihat kemaslahatan dan
perlindungan untuk anak, dalam pasal 49 Undang-undang nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan menyatakan bahwa salah satu orang tua dapat dicabut
kekuasaannya terhadap anaknya baik karena ia lalui, maupun karena berkelakuan
buruk. Hasil analisis hukum Islam menjelaskan bahwa putusan dan pendapat hakim
dalam perkara hadhanah tidak sesuai dengan konteks Al-Qur'an dan Sunnah,
karena dalam ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah dijelaskan ibu lebih berhak mendapat
hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz.

Kata Kunci : Hadhanah, Mumayyiz, Putusan
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lain).
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510 510 8 Ditulis
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral yang bermakna
ibadah kepada Allah dan sebagai sikap ittiba’ kepada Nabi Muhammad SAW
dalam proses regenerasi umat manusia, hal itu tidak terlepas dari pentingnya
reproduksi agar kelak kemudian hari menjadi umat yang banyak, kuat, dan
berkualitas. '

Perkawinan pada hakekatnya adalah menyatukan dua hati, watak dan
karakter yang berbeda di dalam ikatan perjanjian yang suci bertujuan untuk
membentuk keluarga yang harmonis antara laki laki dan perempuan yang di
dasarkan pada Pasal 1 Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”?

Di dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan atau pernikahan yaitu
akad yang sangat kuat atau mistagan ghalidzan unuk mentaati perintah Allah
melaksanakanya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.?

! Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta : ACAdeMIA & TAZAFFA,
2005), hlm. 41.

2 Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3



Pernikahan adalah rahmat dari Allah SWT yang dengan pernikahan
tersebut manusia dapat merasakan kasih sayang, kelembutan, dan nikmatnya
kehidupan. Namun tidak setiap orang yang membina rumah tangga dapat
merasakan hal tersebut, bahkan dapat dipastikan setiap rumah tangga akan
mengghadapi berbagai masalah yang dapat menggangu keharmonisan rumah
tangga. Setiap permasalahan di dalam rumah tangga terkadang dapat di
selesaikan dengan baik, namun terkadang permasalahan tersebut sulit untuk di
selesaikan sehingga setiap hari semakin besar dan berlarut larut sehingga dapat
berujung pada perceraian.

Perceraian diambil karena dianggap sebagai solusi untuk mengatasi
pertengkaran di dalam rumah tangga. Perceraian yang dianggap sebagai solusi
tidak selalu membawa kelegaan terhadap keduanya, seringkali perceraian justru
menabah masalah baru. Salah satu masalah yang terjadi adalah ketika Pasangan
suami istri yang bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur (mumayyiz)
untuk berpisah dari ibunya, dan masalah tersebut menimbulkan dampak yang
tidak baik bagi anak seperti masalah Hadhanah.

Hadhanah atau yang biasa disebut dengan hak asuh anak merupakan
salah satu permasalahan yang besar yang terjadi di Pengadilan Agama karena
untuk memutuskan masalah hadhanah membutuhkan kehati-hatian agar tidak
terjadi kesalahan yang dapat berakibat buruk kepada anak karena hal tersebut
sangat berhubungan dengan perkembangan anak.

Penyelesaian masalah hak asuh anak yang terjadi seringkali berbeda

dengan yang sudah diatur di dalam hukum Islam dan Undang-Undang yang ada



di Indonesia. Khususnya landasan hukum yang digunakan dalam proses perkara
hak asuh anak atau Hadhanah. karena dalam memutuskan perkara hak asuh
anak, pengadilan agama menggunakan Yurisprudensi* yang merupakan
landasan hukum formil dan kitab Fiqih yang menjadi sumber hukum materil
yang digunakan untuk menyelesaika masalah hak asuh anak yang bertujuan
untuk mencari kemaslahatan antara anak dan orang tua.

Permasalahan hadhanah ini akan semakin besar antara suami istri
masing-masing berkeinginan untuk mengasuh dan merawat anaknya. ayah yang
pada awalnya sebagai kepala keluarga merasa berhak penuh atas hak asuh anak,
di sisi lain Ibu yang pada awalnya pengelola keluarga yang telah mengandung,
melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak-anaknya juga merasa
berhak pernuh atas hak asuh anak tersebut.

Terdapat beberapa perkara hadhanah yang putusannya berbeda dengan
aturan hukum yang berlaku di Indonesia, peneliti menemukan beberapa kasus
yang terkait dengan perkara tersebut. Seperti beberapa kasus yang melibatkan
artis-artis di Indonesia, kasusnya berupa perebutan hak asuh anak pasca
perceraian. yang mempermasalahkan hak asuh anak yang telah diputuskan oleh
Pengadilan Agama. Permasalahan ini cukup menarik perhatian Masyarakat

karena antara suami dan istri sama sama menginginkan anaknya diasuh oleh nya.

# Yurisprudensi adalah kumpulan atau sari keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai
vonis beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijaksaan para hakim sendiri
yang kemudian dianut oleh para hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang
(hampir) sama.



Beberapa kasus para artis yang mempermasalahkan hak asuh anak seperti
kasus perceraian Anang Hermansyah dan Krisdayanti yang hak asuh anak
mereka Aurel Hermasyah dan Azriel Akbar Hermansyah jatuh di tangan Anang
karena sejak sebelum terjadi perceraian keduanya telah sepakat bahwa bila
mereka bercerai anak anak akan diserahkan kepada Anang.

Selain adanya kesepakatan antara Anang dan Krisdayanti, Pengadilan
juga memutuskan hak asuh kepada Anang dikarenakan kedua anaknya
menyatakan tidak ingin tinggal lagi bersama ibunya, dan juga kedua anaknya
lebih dekat dengan Anang Hermansyah. Dalam kesehariannya kedua anak
Krisdayanti dan Anang Hermansyah tersebut lebih sering bersama Anang
Hermansyah, karena Krisdayanti sibuk berkerja, akibatnya waktu yang diberikan
untuk anak anaknya sangatlah sedikit. Berdasarkan alasan tersebut hakim
memutuskan untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada Anang Hermasnsyah.

Selain itu terdapat kasus yang tak jauh berbeda dari kasus Anang dan
Krisdayanti yang memperebutkan hak asuh anak, yaitu kasus Tamara Bleszynski
dan Tengku Rafli Pasha. Keduanya memperebutkan hak asuh putra semata
wayang yang bernama Tengku Rasya Islamy Pasha, pada kasus perebutan hak
asuh anak ini perkaranya sudah sampai pada Mahkamah Agung (MA), putusan
Mahkamah Agung tentang hak asuh Rasya jatuh pada Tengku Rafli sebagai ayah
kandungnya dikarenakan Rasya tidak ingin tinggal bersama ibunya (Tamara)
yang pernah berbuat kasar kepadanya.

Sikap Rasya yang tidak ingin tinggal bersama ibunya dibuktikan adanya

surat yang dikirim Rasya kepada Mahkamah Agung yang berisi keinginanya



untuk tetap tinggal bersama ayahnya (Rafli). Sehingga hal tersebut semakin
menjadi bukti yang kuat untuk memutuskan hak asuh Rasya tersebut. Walaupun
Rafli memiliki hak penuh terhadap Rasya tetapi Rafli tetap memberikan hak
kepada Tamara untuk dapat bertemu dengan anaknya tanpa adanya halangan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa hakim memetingkan kemaslahatan Rasya dan
mengedepankan keinginan Rasya.

Dari beberapa kasus di atas menimbulkan beberapa fenomena baru
tentang perkara hadhanah, di mana seorang anak yang belum mumayyiz dapat
memilih siapa yang berhak mengasuh dirinya, apakah ayah kandungnya atau ibu
kandungnya. Beberapa kasus di atas, membuktikan bahwa seorang anak
cenderung memilih ayah kandungnya sebagai hak penuh dalam pengasuhan.
Fenomena tersebut sangat berbeda dengan ajaran Islam yang menjelaskan bahwa
yang berhak mengasuh seorang anak yang belum mumayyiz adalah ibu
kandungnya bukan ayahnya.

Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting sehingga di dalam Islam
meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, kedudukan
dan hak-hak anak. Kedua, pembinaan sepanjang pertumbuhannya. Sementara di
dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan dalam hal
terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah

hak Ibunya



b. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilith di antara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di atas menjelaskan bahwa bagi
mereka yang memeluk agama Islam maka anak di bawah umur hak pengasuhan
jatuh kepada Ibunya. Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya
mempunyai anak yang belum mumayyiz, maka istrinya lah yang berhak untuk
mendidik dan merawat anak tersebut sampai ia mengerti akan kemaslahatan
dirinya.’

Para wulama figih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan
pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau
yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan
kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya,
mendidik jasmani rohani dan akal agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup
dan memikul tanggung jawab.® Namun pendapat tentang ibu yang lebih
memahami anaknya sepenuhnya, tidak dapat dijadikan sebuah pegangan karena

melihat beberapa kasus yang ada dan kondisi saat ini dimana ibu juga memiliki

5 Sulaiman Rasyid, Figih Islam. Him 426

¢ Tihami, Figih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2010), hlm. 216



aktifitas di luar rumah yang berakibat sulitnya memberikan waktu luang untuk
bersama anak anak mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, suatu gugatan perceraian bisa
mengandung bebagai permasalahan di samping gugatan perceraian itu sendiri,
muncul masalah-masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai
tersebut, seperti permasalahan pemeliharaan anak. Demikian pula halnya dengan
sengketa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul. Agar tidak terlalu
melebar, maka kajian dalam skripsi ini dibatasi suatu permasalahan saja dari
beberapa permasalahan yang ada yaitu tentang hadhanah yang diberikan kepada
ayahnya.

Pada realitasnya jika terjadi perceraian antara suami dan istri sedang
mereka mempunyai anak yang belum mumayyiz maka ibunyalah yang lebih
berhak terhadap anak daripada bapaknya sesuai dengan penjelasan sebelumnya.
Selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan pekerjaan
pemeliharaan anak tersebut atau karena anak telah mampu memilih apakah mau
ikut ibu atau bapak. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang hak hadhanah atara
ibu dan bapaknya, maka Undang-Undang menyerahkan kepada kebijakan dan
putusan hakim dengan ketentuan bahwa masa hak hadhanah anak, minimal

tujuh dan maksimal sembilan tahun.’

Persoalannya, apabila pemegang
hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani rohani anak,

meskipun biaya natkah dan hak hadhanah telah mencukupi maka atas

7 Abdur Rahman Ghazly, Figih Munakahat, (Jakarta : kencana, 2010), hlm. 185



permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan Agama dapat memindahkan
hak hadhanah kepada kerabat yang mempunyai hak hadhanah pula.®

Pengadilan Agama Bantul merupakan pengadilan tingkat pertama yang
telah memeriksa, menyelidiki dan meneyelesaikan berbagai masalah perdata
bagi mereka yang beragama Islam. Pengadilan Agama Bantul berhati-hati dalam
berbagai aspek dan wajib memberikan putusan yang seadil-adilnya. Sehingga
kepentingan dari pihak yang berperkara dapat terpenuhi dengan baik. Termasuk
perkara hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz semestinya diasuh oleh
ibunya. Namun, hal ini dapat dipindahkan kepada ayahnya jika terdapat alasan-
alasan hukum yang mendasarinya.

Dalam hal ini penulis memilih melakukan penelitian di Pengadilan
Agama Bantul karena telah menerima proses perkara bagi anak yang belum
mumayyiz dan melimpahkan hak asuhnya jatuh kepada ayahnya yang mestinya
hak asuh tersebut jatuh ke ibunya. Berdasarkan pasal 105 huruf (a) dalam
Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “ pemeliharaan anak yang belum
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya.” Berangkat dari
kasus tersebut penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut sebagai karya
ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan
Hukum Positif terhadap Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz kepada
Ayah kandung (study terhadap putusan PA Bantul Nomor

639/Pdt.G/2019/PA.Btl )”

8 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 (c)



B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka muncul pokok
permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam hal memutuskan perkara Hak Asuh
Anak Kepada Ayah ?

2. Bagaimana penjelasan hukum Islam dan hukum positif terhadap
pertimbangan hakim dalam melihat perkara Hadhanah Nomor
639/Pdt.G/2019/PA.Btl ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan latar
belakang di atas adalah:

a. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum Islam yang digunakan oleh
majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara
hadhanah nomor: 639/Pdt.G/2019/PA.Btl.

b. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum Positif yang digunakan oleh
majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara
hadhanah nomor: 639/Pdt.G/2019/PA.Btl

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian Tinjauan Hukum Islam dan Hukum

Positif terdapat hak asuh yang belum mumayyiz kepada ayah kandung ialah

sebagai berikut :
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a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi, masyarakat dan
mahasiswa hukum tentang hukum Islam dan hukum positif tentang hak
asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung.

b. Merupakan sumber insformasi ilmiah bagi masyarakat yang mengadakan
penelitian.

c. Sebagai penambah khamzah kepustakaan bagi peminat studi tentang hak

asuh anak.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan suatu bentuk perbandingan yang
penyusun lakukan agar diketahui persamaan dan perbedaan yang terdapat di
dalam penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penyusun lakukan
dengan judul “tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap hak asuh anak
yang belum mumayyiz kepaada ayah kandung”.

Berdasarkan penelusuran pustaka, penyusun menemukan beberapa
skripsi yang membahas tentang hadhanah. Di antaranya :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Sitta Faturrohman yang
berjudul “Hak Asuh Atas Anah (Hadhanah) antara hukum Islam dan Hukum
Adat Setelah terjadi perceraian antara dan istri”. Skripsi Moh. Sitta menjelaskan
bahwa pemeliharaan anak dalam Hukum Islam berdasarkan pada Al-Quran dan

As-Sunah juga pendapat imam mazhab dalam skripsi.® Penelitian Moh Sitta

® Moh. Sitta Fathurohman, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Antara Hukum Islam dan Hukum
Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami dan Istri”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga Yogykarta (2008).
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menggunakan pendekatan normative. Perbedaan penelitian nya yaitu penelitian
tersebut bukan penelitian putusan dan menggunakan hukum adat dalam
analaisis, sedangkan dalam penelitian saya lakukan merupakan penelitian
putusan yang ada di pengadilan agama Bantul dan menggunakan hukum positif
sebagai pisau analisis.

Kedua, artikel yang berjudul “Hak Hadhanah Anak Yang Belum
Mumayyiz Kepada Ayah (studi analisis putusan no.1235/pdt.g/2017/PA.Srg)”,
yang ditulis oleh Jumroh dalam putusan hakim yang memutuskan perkara No.
1235/Pdt.G/2017/PA. Srg. Pertimbangan hukum yang digunakan yakni HIR
pasal 125 ayat (1), yang intinya memutuskan perkara ini dengan verstek atau
karena tanpa hadirnya tergugat, hakim juga berlandaskan atas fakta hukum yang
terjadi di persidangan. Selain itu dalam putusan ini Majelis Hakim menetapkan
hak hadhanah dengan hukum positif, yaitu pasal 156 poin ¢ KHI dan pasal 1 ayat
(2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta bukti dalam
putusan perkara ini pemegang hak hadhanah yaitu ibu dari anak penggugat dan
tergugat tidak mampu untuk memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah
memberikan contoh yang tidak baik bagi anak dan telah dianggap mempunyai
sikap yang kurang baik di lingkungan masyarakat. Maka dari itu Majelis Hakim
menetapkan hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz kepada ayah selaku

ayah kandungnya.'® Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Perbedaan

19 Jumroh, “Hak Hadhonah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Analisis
Putusan no. 1235/pdt.g/2017/PA.Srg)” syakhisia : Jurnal Hukum Perdata Islam, vol 7 no 1 juni 2018,
hlm. 2
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penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian Jumroh dilakukan di
pengadilan agama Serang dan menggunakan pendekatan yuridis sedangkan
penelitian penulis dilakukan di pengadilan agama Bantul dan menggunakan
pendekatan normative-yuridis.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Asmudi yang berjudul “hak
hadanah kepada ayah dalam perspektif maqasid asy-syariah (Studi Terhadap
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 08/Pdt.G/2009/PTA
Yk)” di dalam penelitian ini dapat di simpulkan yang di jadikan dasar penetapan
hak hadhanah kepada seorang Ayah adalah karena seluruh anak-anak telah
tinggal bersama ayahnya selama ayah dan ibunya berpisah rumah. Anak-anak
merasa aman, nyaman, dan tentram hidup di lingkungannya bersama ayah.
pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan putusan hadhanah
kepada ayahnya adalah semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak.
Dalam konsep magqasid asy-syariah hal ini masuk dalam kategori primer (ad-
daruriyyat) yaitu demi terjaga keturunan (hifd an-nasl).'! Pendekatan dalam
penelitian ini yaitu normative. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu
dalam putusan dijelaskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayah karena anak
sudah betah tinggal bersama ayahnya dan pendekatan penelitian normative,
sedangkan dalam putusan hadhanah di pengadilan agama Bantul pertimbangan

hakim dalam memutuskan perkara yaitu sifat ibu yang kurang baik dan dapat

' Asmudi yang “Hak Hadanah Kepada Ayah Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 08/Pdt.G/2009/PTA Yk)”
(Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Tahun 2011).
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mempengaruhi anak jika tinggal bersama ibu dan pendekatan yang dipakai yaitu
normative-yuridis.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Abduloh Azam Nur yang
berjudul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi
Putusan No.0503/Pdt.G/2014/PA.YK)” Di dalam penelitian ini dapat di
simpulkan bahwa hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum Islam dibagi
menjadi dua periode hadhanah yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah
mumayyiz. Pada periode masa sebelum mumayyiz para ulama’ menyimpulkan
bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak apabila persyaratan terpenuhi.
Periode sesudah Mumayyiz dengan cara meenghadirkan kedua belah pihak
bersengketa dan anak tersebut, dengan menawarkan kepada anak itu untuk
memilih apakah memilih ayah atau ibunya untuk tinggal bersamanya.'?
Pendekatan penelitian ini yaitu normative. Perbedaannya dengan penelitian
penulis yaitu pendekatan penelitian penulis yaitu normative-yuridis dan subjek
dalam penelitian penulis yaitu hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada
ayah sedangkan subjek dalam penelitian Abdullah Azam Nur belum jelas tertera.

Telaah pustaka mengenai laporan penelitianyang telah penulis uraikan
sejauh pengamatan penulis belum ada yang secara spesifik membahas komparasi
tentang pengasuhan anak akibat perceraian kepada ayah kandung dalam

pandangan hukum Islam dan hukum positif.

12 Abduloh Azam Nur “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi
Putusan No.0503/Pdt.G/2014/PA.YK)” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri
Islam Sunan Kalijaga, Tahun 2017).
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E. Kerangka Teoritik

Landasan dalam penulisan skripsi ini perlu dijelaskan mengenai teori
yang digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan
mendapatkan pembahaan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data
yang meyakinkan.

Hukum Islam berupa Al-Quran, Sunnah Nabi, dan Pendapat Ulama telah
menetapkan dan menunjukkan aturan-atuaran yang bermuatan hukum untuk
ditaati dan diikuti oleh manusian dan menjelaskan praktek kehidupan. Melalui
proses dan penelitian secara induktif terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah
Nabi, para ulama berkesimpulan bahwa hukum Islam itu diciptakan dengan
tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik didunia maupun di
akhirat. '3

Hadhanah secara Bahasa berarti crat, secara istilah berarti memelihara,
mengasuh, mendidik anak-anak yang masih kecil untuk menjaga kepentingan
dan melindunginya dari bahaya yang mengancam karena dia belum bisa berdiri
sendiri.'*

Para ulama sepakat bawasannya hukum hadhanah, mendididk dan
merawat anak itu wajib, karena anak yang memerlukan pengasuhan akan

mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan,

13 Abu Iskhak Asy-Syatibi, al muwafadat fi Ushul Akham, cet ke-2 (.t p.: Dar Al-Fikr, tt),
hlm. 2-3

14 Supriatna, dkk, Fikih Munakahat II, (Yogyakarta : Bidang Akademik,2008),



15

sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga
harus diberi nafkah dan diselamatkan dari berbagai hal yang dapat merusaknya.

Dalam surat lain Allah juga menjelaskan:

G455y A 3l e Bl g OF shf ok iubalS g 5331 paioz IS
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Pada ayat ini Allah SWT mewajibkan kepada orangtua untuk
memelihara anak mereka, ibu berkewajiban menyusui sampai umur dua tahun,
dan bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu.

Sebagaimana firman Allah:
Mok Y58 190 g2 5 158, gl 198 1 Unos By3 ol o0 15575 ) ol 2d 51

Ayat di atas menejelaskan hendaklah takut kepada Allah orang-orang
yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah di
mana mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

Hadis Rasulullah SAW :

15 Al-Bagarah (2): 233

16 An-Nisa (4): 9
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Bagi seorang hakim, wali, bekas suami atau orang lain wajib berhati-hati
dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan
anaknya, mengingat petunjuk Rasulullah dalam hadis di atas. Jika ibu tidak ada,
yang berhak menjadi pemelihara adalah ibu dari ibu dan seterusnya ke atas,
kemudian ibu dari bapak seterusnya. Salah satu akibat yang tidak dapat dihindari
ketika terjadi perceraian adalah akan adanya sengketa ataupun permasalahan
siapa yang berhak mengasuh anak yang baru lahir dari hasil perkawinan suami
dan istri, meskipun sebenarnya kedua orangtuanya berkewajiban memberikan
pendidikan kepada si anak sampai ia dewasa. Dalam Kompilasi Hukum Islam
pasal 105 dijelaskan bahwa :

a. Pemelihraan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya.

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih diantara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak

pemelihraannya.
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

17 Ali Imam Mugammad Bin Ismail Al-Yamani Ash-Shom’ani, Subulus As-Salam Syarah
Bulughul Mahram Min Jama’l Adillati al-Ahkam, 111 (Beirut : Dar-al-Kutub Al-Ilmiyyah,2006), hlm
234
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Arti penting tanggung jawab tersebut tertuang dalam penjelasan sebagai

berikut:

a. Baik ibu atau bapak tetap bertanggung jawab memelihara dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi
keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan
tidak dapat diberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa
ikut memukul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
istri!®

Dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa terdapat perbedaan tanggung
jawab pemeliharaan yang bersifat material, tanggung jawab pengasuhan
terhadap anak. Jika ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tersebut
lebih memfokuskan kepada kewajiban dan bertanggung jawab material yang
menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun di sisi lain apabila
terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain.

Dari pertimbangan kasih sayang dan tanggung jawab tersebut, penelitian
ini didasarkan kepada pemikiran bahwa hadhanah setelah terjadi perceraian
tetap menjadi hak dari kedua orang tuanya, yaitu mantan suami dan mantan istri,
tidak menutupi kemungkinan pasangan suami istri sama sama bekerja. Sehingga
waktu luang yang dimiliki tidak jauh bebeda. Kemudian bagaimana

perlindungan anaknya jika keadaan seperti itulah yang terdapat pada pada dua

mantan pasangan suami istri yang peneliti teliti selain itu hak anak kepada

18 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) (b) (c)
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orangtuanya adalah anak dapat mendaptakan pendidikann, naik menulis,
pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rizki yang halal.
Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan:

“setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, dan

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya
demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ke susilaan dan
kepatuhan” '’

dan juga terdapat pada pasal 30 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 menyatakan:

a) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan
kewajiban terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau
kuasa asuhorang tua dapat dicabut.

b) tindakan pengawasan terhadap orangtua atau pencabutan kuasa asuh
sebgai mana dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.”?°

Kekuasaan orang tua dapat dicatat atau dialihkan apabila adanya alasan-
alasan yang menurut pengadilan tersebut. Dalam Pasal 49 Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa:

1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat di cabut kekuasaannya terhadap
seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang
tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara
kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan
keputusan pengadilan dalam hal-hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
b. Ia berkelakuan buruk sekali.

2) Meskipun orang tadi dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban
untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam juga diatur masalah Hadhanah. Y akni dalam pasal 156 huruf (a), (b) dan

(c) disebutkan:

19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 10

20 Ibid, pasal 30
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a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya,
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya

digantikan oleh:
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
2. Ayah

3. Wanita-wanita dari garis lurus ke atas dari ayah
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan
hadhanah dari ayah atau ibunya.

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya naftkah dan hadhanah telah
mencukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan
agama dapat mamindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang
mempunyai hak hadhanah pula.?!

Senada dengan hal tersebut di atas dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 pasal 30 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa :

1. Dalam hal ini orang tua sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 26,
melainkan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan
pengawasan atau kuasa asuh ornga tua dapat di hapus.

2. Tindakan pengawasan terhadap orangtua atau pencabutan kuasa asuh
sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan
pengadilan.??

Dalam hal perkawinan sekalipun ketika terjadi perceraian, kedua orang
tuanya berkewajiban untuk menjaga, mengasuh, bahkan mendidik mereka baik
dengan cara memberikan pelajran di dekolah maupun sebagainya, hingga anak
tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa. Sejalan dengan hal tersebut, maka

tinjauan disyari’atkannya hak hadhanah adalah untuk kesejahteraan anak

tersebut.

2l Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 15b (a)(b) dan (c)

22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 30.
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F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research)
yang didukung dengan penelitian lapangan (field research).”> Penelitian
kepustakaan digunakan untuk mencari data sekunder seperti dokumen
resmi, buku-buku dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan
putusan hadhanah. penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung
berhubungan dengan obyek yang diteliti, dalam skripsi ini data diambil
langsung dari Pengadilan Agama Bantul baik berupa putusan ataupun data
lain yang berkaitan dengan Hadhanah anak yg belum Mumayyiz kepada

ayah kandung.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif-analisis yaitu penelitian yang
menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi data secra kualitatif.?* Untuk
itu, dalam penelitian ini penyusun akan menjelaskan kemudian menganalisa
terkait tema yang diangkat, yakni Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

terhadap Hak Asuh Anak.

3. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui:

2 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, Cet-1, (Yogyakarta: Literasi Media

Publishing, 2015),. Hlm. 27

24 Ibid, Hlm. 8
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a. Observasi, dengan melihat dan mengamati data putusan yang terkait
dengan skripsi Hadhanah anak yg belum Mumayyiz kepada ayah
kandung.

b. Wawancara, berupa Tanya jawab dengan salah satu hakim Pengadilan
Agama Bantul untuk melengkapi data yang telah ada.

c. Dokumentasi yaitu pengumpulan beberapa catatan, dokumen, arsip
putusan Pengadilan Agama Bantul, serta buku-buku yang berhubungan
dengan penetapan Hadhanah.

4. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang menggunakan teori hukum Islam

di mana penelitian berdasarkan tolak ukur Al-Quran dan As-Sunnah dan

juga pemahaman terhadap dalil-dalil atau nash terkait dengan hak asuh anak

(Hadhanah) menggunakan terkait persoalan yang dibahas. Pendekatan

yuridis yaitu masalah yang diteliti dengan dikaji atau dianalisis berdasarkan

pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-undang
yang berkaitan dengan hak asuh anak.?
5. Analisis data
Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, digunakan analisis

kualitatif?® yaitu, setelah data terkumpul, kemudian dipilah-pilah, dengan

25 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Normatif, (Surabaya: Bayu Media,
2005),. Hlm. 57

26 Analisa kualitatif disebut juga analisis non statistic yang sesuai untuk data dekskriptif
atau data tekstular. Data deskriptif sering hanya di analisis menurut isinya dank arena itu analisa
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metode deduktif. Dalam hal ini penyusun berangkat dari ketentuan secara
umum tentang peraturan perundang-undangan atau dalil - dalil hukum yang
berkaitan dengan hak asuh anak, untuk melihat proses penyelesaian perkara
hadhanah ayah di Pengadilan Agama Bantul.

G. Sistematika Pembahsan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap
permasalahan yang diangkat, maka pembahasan skripsi ini disusun dalam secara
sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul.
Seluruh pembahasan akan dijabarkan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan dalam
skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang
memuat ide awal penelitian atau sebagai alasan ilmiah dilakukan penelitian,
kemudian rumusan masalah yang muncul karena adanya latar belakang masalah
yang memuat pertanyaan mendasar dilakukannya penelitian ini, dilanjutkan
dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjabarkan kegunaan dari
penelitian yang dilakukan dan tujuan ilmiah mengapa penelitian dilakukan,
kemudian kerangka teoritik sebagai landasan teori dalam penelitian yang
dilakukan dengan metode penelitian untuk mempermudah langkah-langkah
dalam pengerjaan skripsi dan yang terakhir sistematika pembahasan agar

pembahasan dalam penelitian lebih sistematis.

semacam ini juga disebut analisa isi (content analysis), Surabaya, Metodologi Penelitian, (Jakarta :
Rajawali, 1998), hlm.94
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Bab Kedua, sub bab pertama akan membahas tentang hadhanah menurut
hukum islam yang disusun dalam beberapa sub-sub bab, di antaranya: pengertian
umum tentang hadhanah kemudian membahas pengertian hadhanah menurut
figh dan ulama, kemudian dasar hukum atau nash-nash yang menjadi dasar atau
berkaitan dengan hadhanah, sub bab kedua akan membahas tentang hadhanah
menurut undang-undang di Indonesia yang disusun dalam beberapa sub-subab
diantaranya mebahas hadhanah menurut undang-undang Hukum Perdata,
kemudain dilanjutkan dengan penjelasan hadhanah menurut undang-undang No.
1 tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab Ketiga, berisi tentang hadhanah kepada bapak di Pengadilan Agama
Bantul, bab ini terdiri dari dua subbab pembahsan yaitu : subbab pertama
membahas tentang sekilas tentang pengadilan Agama Bantul, sejarah Pengadilan
Agama Bantul, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantul dan struktur
organisasi Pengadilan Agama Bantul, sub bab kedua mebahas tentang
Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul No.
639/Pdt.G/PA.Btl. dalam subbab ini ada beberapa sub-subbab yang menjelaskan
tentang duduk perkara dan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama
Bantul.

Bab Keempat berisi tentang analisis normatif (hukum Islam) terhadap
hak asuh anak yang diberikan kepada bapak yang terdapat dalam putusan
Nomor: 639/Pdt.G/2019/PA.Btl, serta analisis menurut undang-undang No.1

tahun 1974 dan analisis menurut Kompilasi Hukum Islam serta analisis menurut
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undang-undang perlindungan anak No.23 tahun 2002 tentang hak asuh anak

terhadap bapak yang terdapat dalam putusan Nomor: 639/Pdt.G/2019/PA.Btl.
Bab Lima sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelirian yang
dilakukan, saran-saran untuk membangun penulisan khususnya bagi penelitian-
penelitian yang selanjutnya terkait dengan tema yang sama, dan diakhiri dengan
lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian “Tinjauan Hukum Islam Dan
Hukum Positif Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah

Kandung (Studi Terhadap Putusan Nomor: 639/Pdt.G/2019/PA.Bt1”.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penyusun kemukakan tentang

tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap hak asuh anak yang belum

mumayyiz kepada ayah kandung (study terhadap putusan PA Bantul Nomor:

639/pdt.G/2019/PA.Btl) dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1.

Pertimbangan hakim ini hakim mempertimbangakan ditetapkan hak asuh
anak kepada ayahnya karena ibu telah sering meninggalakna kewajibannya
sebagai ibu rumah tangga dan lalai dalam mengurus anak, yang ditakutkan
bila hak asuh anak diberikan kepada ibunya ditakutkan terlantar dan
berdampak tidak baik untuk anak tersebut Karena ibunya mempunyai
perilaku yang tidak baik. hakim juga mempertimbangkan pertimbangan
yuridis dan normatif seperti merujuk pada peraturan perundang-undangan
yaitu pada Undang-Undang No.1 tahum 1974 tentang perkawinan, Undang-
Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Al-Quran dan Hadis
serta pendapat para Ulama. Lalu hakim juga mempertimbangan dari
pisikologi anak yang lebih dekat dengan ayahnya disbanding dengan
ibunya.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor No. 639/Pdt.G/2019/PA
Btl yang berdasarkan pada hukum Islam dan hukum positif. Pada hukum
Islam berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan

menggunakan beberapa pendapat ulama yang jelas menyebutkan bahwa ibu

79
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lebih berhak mendapatkan hadhanah anak ketimbang ayah. Berkaitan
dengan perkara ini, majelis hakim tidak hanya melihat pada Al-Quran dan
Sunnah aja tetapi lebih melihat dari kemaslahatan diri anak yang kan
menjadi asuhannya dari kedua belah pihak, di dalam kasus ini penulis
melihat bahwa ayah lebih memenuhi kriteria dalam mengasuh anak karena
dianggap mampu mendidik serta dapat melaksanakan tugas hadhanah
dengan baik Jika dilihat dari hukum positif Indonesia, Majelis hakim dalam
mempertimbangkan putusannya mengesampingkan pasal 105 Kompilasi
Hukum Islam yang menegaskan bahwa hak asuh anak (hadhanah) mutlak
selalu kepada ibunya seperti pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam, pemberian hak asuh anak sudah tepat diserahkan kepada ayahnya
yakni dengan memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan anak
tersebut. dan juga terdapat pada pasal 49 Undang-undang nomor 1 tahun
1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa salah seorang dapat dicabut
kekuasaannya terhadap anaknya baik karena ia lalai maupun karena
berkelakuan buruk, Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang hukum islam,
pemberian hadhanah juga sudah tepat diberikan kepada ayahnya karena
berdasarkan teori masqasid asy-syariah bahwa kemaslahatan dan

kenyamanan anak lebih diutamakan.



81

B. Saran-Saran

Saran yang dapat dikemukakakn sehubungan dengan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1.

Perlu meninjau ulang pasal 105 KHI tentang batas usia mumayyiz tersebut.
konteks anak di Indonesia usia 12 tahun pada masa sekarang tidaklah sesuai.
Sebagian ada anak yang telah memahami keadaan sekitar dan mampu
berfikir logis, walaupun dari segi umur masih belum mencukupi.
Harapannya ada peraturan baru, agar dikemudian hari jika ditemukan lagi
kasus yang serupa tidak menimbulkan kekeliruan.

Perlu ditegaskan kepada orangtua yang sudah berpisah, terutama untuk
orangtua yang memegang hak asuh anak agar selalu menjaga hubungan baik
antara anak dan kedua orang tuanya.

Bagi para orangtua yang berpisah hendaknya menjelaskan kepada anak
bahwa walaupun terjadi perceraian antara kedua orangtuanya, tidak akan
mengurangi rasa kasih sayang mereka terhadap anak anaknya. Hal tersebut
bisa dilakukan dengan cara berkunjung, menelepon, atau komunikasi yang
bisa membuat anak merasa bahwa kedua orang tuanya perhatian dan selalu
ada untuk anak-anaknya.

Perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui betapa
pentingnya memberikasn perlindungan kepada anak, setelah terjadinya

perceraian
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